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KATA PENGANTAR

Direktorat Peran Serta Masyarakat sebagai satuan kerja di bawah
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN selalu berupaya
menunjukkan komitmen yang teguh terhadap akuntabilitas kinerja sepanjang
tahun 2024. Upaya khusus kami berfokus pada pembinaan pelibatan
masyarakat dan pelaksanaan inisiatif strategis untuk memerangi
penyalahgunaan narkoba. Hal ini diwujudkan dalam kegiatan pelibatan
masyarakat sebagai Penggiat P4GN, mendorong stakeholder di tingkat
Kabupaten/Kota dalam mewujudkan ketanggapsiagaan wilayah atas
ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta
memberdayakan kelompok masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang

bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Laporan ini mencerminkan langkah-langkah komprehensif yang
dilakukan oleh direktorat kami untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan
efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan kami. Dengan mengintegrasikan
sistem manajemen kinerja yang kuat, kami terus memantau dan mengevaluasi
program-program kami untuk memenuhi standar tinggi yang diharapkan oleh

para pemangku kepentingan dan masyarakat.

Sejalan dengan misi kami untuk mendukung kinerja Badan Narkotika
Nasional yang akuntabel, kami telah menetapkan tujuan kinerja yang jelas dan
terukur untuk Direktorat Peran Serta Masyarakat. Target kinerja kami meliputi
peningkatan peran serta masyarakat pada lingkungan pendidikan, lingkungan
kerja, dan lingkungan kelompok masyarakat dalam rangka peningkatan
kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkoba. Hal ini diukur dengan Indeks Kemandirian Partisipasi.
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Dengan berfokus pada area utama ini, kami bertujuan untuk
memperkuat dampak kami terhadap masyarakat dan memastikan bahwa
inisiatif kami berkelanjutan dan efektif. Komitmen terhadap tujuan-tujuan ini
menggarisbawahi dedikasi kami untuk menjunjung tinggi standar akuntabilitas
dan keunggulan tertinggi di dalam Badan Narkotika Nasional.

Jakarta, Januari 2025
Direktur Pgran Serta Masyarakat BNN

Drs. Yuki Ruchimat, M.Si
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Dipenghujung periode Nawacita kedua pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra)
2020-2024 mengamanatkan pengejewantahan sasaran strategis yang tercantum
dalam Renstra Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun 2020-2024 yaitu
meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkoba dengan capaian jumlah kab/kota Tanggap Ancaman
Narkoba tahun 2024 sebesar 170 kab/kota (113.33%) dari 173 kab/kota vertikal BNN yang
terdiri dari 59 kab/kota (13.29%) berkategori sangat tanggap dengan nilai Indeks 3,25-3.91
(skala 4) dan 111 kab/kota (64.16%) berkategori Tanggap dengan nilai Indeks 2.65-3.24
(skala 4). IKOTAN Nasional dengan nilai indeks 3.11 (skala 4) atau 77.67 (skala 100)
masuk dalam kategori Tanggap dengan pencapaian mutu B.

Penguatan sinergitas dan kolaborasi pemerintah daerah, instansi terkait, dan
komunitas masyarakat dengan capaian advokasi kebijakan KOTAN sejumlah 414
lembaga (100%) yang tersebar pada lingkungan pendidikan 161 lembaga (39%)
dengan nilai indeks kemandirian partisipatif 3.54, lingkungan pemerintah 132 lembaga
(32%) dengan nilai indeks kemandirian partisipatif 3.58, lingkungan masyarakat 107
lembaga (26%) dengan nilai indeks kemandirian partisipatif 3.55, dan lingkungan
swasta 14 lembaga (3%) dengan nilai indeks kemandirian partisipatif 3.91 yang
secara kumulatif diperoleh IKP Nasional 3.59 dalam kategori A (sangat mandiri)
tentunya tidak lepas dari partisipasi kemandirian Penggiat PAGN yang ada di tiap-tiap
lingkungan.

Capaian penyerapan anggaran T.A 2024 sebesar Rp.10.499.547.281 - (97,30%) Jika
dibanding dengan T.A 2023 sebesar Rp 61.895.515.000,- (98,64%) maka terjadi
penurunan persentase realisasi penggunaan anggaran sebesar 1.34%. Hal ini
dikarenakan adanya kebijakan Presiden melalui Kementerian Keuangan untuk
efisiensi anggaran perjalanan dinas Triwulan IV tahun 2024 sebesar 50%
(Rp.261.023.000,-) di setiap Kementerian/Lembaga, dari Direktorat Peran Serta
Masyarakat diblokir sebesar Rp.130.511.000.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Laporan Kinerja Direktorat Peran Serta Masyarakat Tahun 2024 disusun sebagai
salah satu bentuk pertanggungjawaban Direktorat Peran Serta Masyarakat atas
pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2024 dalam rangka melaksanakan
misi dan mencapai visi Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Laporan
Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap
unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta
untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja
Direktorat Peran Serta Masyarakat.

Sebagai pengemban amanah memberdayakan masyarakat anti narkoba,
Kedeputian Bidang Pemberdayaan Masyarakat diberikan tugas meningkatkan
kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN. Tugas ini
dibagi kepada Direktorat Peran Serta Masyarakat untuk membentengi
lingkungan dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Upaya
membangun kinerja positif yang telah melaksanakan tugas yang diembannya
yaitu menyatukan dan menggerakkan sumber daya komponen bangsa untuk
melakukan upaya P4GN, sehingga terwujud masyarakat yang bersih dari
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba disampaikan dalam bentuk
capaian kinerja selama tahun 2024 yang merupakan hasil monitoring dan
evaluasi bidang pemberdayaan masyarakat dituangkan dalam LKjIP (Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Direktorat Peran Serta Masyarakat.

B. DASARHUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah, Direktorat Peran Serta Masyarakat T.A. 2024




3.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika
Nasional;

5. Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursor 2020 — 2024:

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran
dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;

8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba:

9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional: dan

10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

C. TUGAS POKOK FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI
1. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok
Direktorat Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan  pemberdayaan masyarakat dalam rangka
P4GN melalui peran serta masyarakat.

b. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Direktorat Peran Serta
Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1) pelaksanaan peran serta lingkungan pendidikan;
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2) pelaksanaan

peran serta lingkungan kerja dan

masyarakat; dan
3) pembinaan teknis kegiatan pendidikan dan pelatihan.

2. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Penggerak Swadaya Masyaralat Ahli
Mndya
Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

|

*  Analis Memberdayaan Masyarakat
*  Analis Data dan Informasi
+ DPengelola MPemberdayaan Masyarakat
*  TPengadministrasi Umun
Verifikator

* Dengelola Keuangan

\'\\' I’ranata Keuangan Terampil

)3

+  Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli
Madya
+ DPenggernk Swadaya Masyarakat Ahli

ﬂ_ Analis Mengelolasn
euangan APBN Ahli Madya

Analis Pengelolaan

Keunangan AI'BN Ahli Muda Muda

Analis Pengelolaan Arsiparis Penyelia

Keuangan APBN Ahli +  Arsiparis Mahir

Pertama +  Arsiparis Terampil
* DPranata Keuangan l'bnyeha

traeis Koo Teranws ) [ ARSI

* Analis ['emberdayaan Masyarakat
= Pengelola Pemberdayaan Masyarakal

*  DPengadministrasi Umum

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Peran Serta Masyarakat
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
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BABII
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS/RENCANA PROGRAM KERJA

Sesuai dengan Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana
Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, maka Visi, Misi dan

Tujuan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengacu pada Visi, Misi dan
Tujuan Badan Narkotika Nasional.

Visi Badan Narkotika Nasional sebagai penerjemahan visi Presiden 2020- 2024,
maka BNN merumuskan visi sebagai berikut: “Mewujudkan masyarakat yang
terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkotika dalam rangka menuju
Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan
gotong royong®’. Sementara itu, rumusan misi BNN 2020-2024 merupakan
penjabaran misi Presiden khususnya pada misi ke-6 yakni “Penegakan Sistem
Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya”, sekaligus sebagai
operasionalisasi perwujudan salah satu janji Presiden yakni “Melanjutkan
Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika Untuk Melindungi Generasi Muda”.

Rumusan misi BNN diformulasi secara komprehensif dengan penekanan pada
pentingnya memberdayakan masyarakat dan menguatkan BNN secara
organisasi. Visi Misi akan menjadi arahan dan acuan dalam menentukan
tindakan BNN pada periode 2020-2024, sehingga diharapkan melalui upaya
pemberantasan peredaran gelap narkotika secara professional dan
pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif
serta pengembangan kapasitas kelembagaan mampu memberikan pelayanan
publik yang maksimal sehingga mampu menyelamatkan dan melindungi
masyarakat dari ancaman bahaya narkoba.

1. Tujuan

a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, indikator kinerja,
pelaporan dan evaluasi kinerja sebagai bentuk akuntabilitas atas
anggaran yang dikelola Direktorat Peran Serta Masyarakat Deputi
Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN di Tahun 2024,
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b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Direktorat Peran Serta
Masyarakat pada tahun 2024, untuk kemudian diharapkan mendapat
masukan dalam rangka memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja
Direktorat Peran Serta Masyarakat

C. Sebagai bahan kebijakan pimpinan dalam menentukan langkah-
langkah strategis Direktorat Peran Serta Masyarakat yang akan
datang.

2. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis dan berkelanjutan dari
pengambilan keputusan yang beresiko tentang masa depan, dengan
memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan yang antisipatif dan
mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan
tersebut serta mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan
sistematis.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, maka setiap satker
di lingkungan Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN harus terus menerus
melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpedoman kepada
rencana strategi. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan
yang konsisten dan berkelanjutan yang mengarah pada peningkatan
akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan
kegiatan mendasar yang dibuat oleh Kepala BNN untuk diimplementasikan
oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian misi dan tujuannya serta
memaksimalkan keunggulan kompetitif (competitive advantages) dan
meminimalkan kelemahan kompetitif (competitive disadvantages), yang
merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi
saat ini.

Program P4GN pada Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat memiliki
rencana strategis yaitu meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat
terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan

indikator kinerja jumlah kabupaten/kota berkategori "tanggap ancaman
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narkoba". Kabupaten/Kota berkategori Tanggap Ancaman Narkoba adalah
kondisi ketanggapsiagaan suatu kota/kabupaten dalam melakukan
penanganan ancaman narkoba sekaligus memberikan ancangan bagi para
pemangku kepentingan di Kab/Kota, baik unsur pemerintahan, dunia
usaha, maupun masyarakat, untuk saling berkoordinasi dan berkolaborasi
dalam melakukan berbagai program intervensi penanggulangan narkoba
yang bersifat antisipatif, adaptif, dan mitigasi di wilayah Kab/Kota.

Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu
Pengukuran Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba yang
dilakukan dengan menggunakan survei/pendataan terhadap kondisi aktual
daerah dengan instrumen ukur ketanggapan Kabupaten/Kota terhadap
ancaman narkoba yang terdiri dari aspek ketahanan keluarga, ketahanan
masyarakat, kewilayahan, kelembagaan, dan hukum. Indikator Kinerja
Utama tersebut diturunkan secara berjenjang menjadi Indikator Kinerja
Kegiatan pada 2 (dua) Direktorat yaitu Direktorat emberdayaan Alternatif
dan Direktorat Peran Serta Masyarakat.

Rencana strategis pada Direktorat Peran Serta Masyarakat yaitu
meningkatnya kesadaran & kepedulian masyarakat terhadap P4GN
dengan indikator indeks kemandirian partisipasi.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (2024)

Rencana Kinerja Tahunan merupakan Penetapan Kinerja yang dibuat
setiap tahun oleh satuan kerja suatu Lembaga. Rencana Kinerja Tahunan
ini  merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/lkesepakatan
kerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan
target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.

Penetapan kinerja pada Kedeputian Bidang Pemberdayaan Masyarakat
yaitu meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan indikator kinerja
yaitu jumlah kabupaten/kota berkategori “tanggap ancaman narkoba”
yang memiliki target Tahun 2024 yaitu sejumlah 150 Kab/Kota.
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Tabel 2.1. Target Kinerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR TARGET
KINERJA KINERJA
Program Meningkatnya Jumlah 150 Kab/
Pencegahan ketanggapsiagaan | kabupaten/kota Kota
Penyalahgunaan masyarakat berkategori
dan Peredaran terhadap ancaman “
Gelap Narkoba penyalahgunaan angga;: i
(P4GN) dan peredaran narkoba
gelap narkotika

Adapun Penetapan Kinerja pada Direktorat Peran Serta Masyarakat yaitu
Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan
P4GN. Target Indeks Kemandirian Partisipasi tahun 2024 yaitu 3,3
berkategori Sangat Mandiri.

Tabel 2.2. Target Kinerja Direktorat Peran Serta Masyarakat

PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR TARGET
KINERJA KINERJA

Program Meningkatnya Indeks 3,3 Indeks
Pencegahan Kesadaran dan Kemandirian (kategori Sangat
Penyalahgunaan | Kepedulian Partisipasi Mandiri)
dan Peredaran Masyarakat dalam
Gelap Narkoba Penanganan
(P4GN) P4GN

C. PERJANJIAN KINERJA DAYAMAS TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Deputi Pemberdayaan Masyarakat T.A. 2024 memiliki
sasaran program yaitu Meningkatnya Ketanggapsiagaan Masyarakat
terhadap Ancaman Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
dengan indikator kinerja Jumlah Kabupaten/Kota berkategori Tanggap
Ancaman Narkoba dan 150

Kabupatan/Kota.

dengan target kinerja sejumlah
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Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

Meningkatnya Jumlah kabupaten/kota | 150 Kabupaten

ketanggapsiagaan berkategori “tanggap /Kota
masyarakat terhadap ancaman narkoba”
ancaman

penyalahgunaan dan
peredaran gelap
narkotika

Perjanjian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat T.A.
2024 memiliki sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya kesadaran dan
kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN, dengan indikator kinerja

berupa Indeks Kemandirian Partisipasi, dan dengan target kinerja sebesar
3,3.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Direktorat Peran Serta Masyarakat

Indeks Kemandirian
Partisipasi

Meningkatnya
kesadaran dan
kepedulian
masyarakat dalam
penanganan P4GN
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
merupakan tahapan penting pencapaian target pembangunan dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, di mana RPJMN
2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs).
Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta
indikatomya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda
pembangunan Indonesia kedepan yang diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang
dikenal sebagai Nawacita ke-dua di tahun 2024.

A. Akuntabilitas Kinerja Direktorat Peran Serta Masyarakat

Target kinerja Direktorat Peran Serta Masyarakat tahun 2024 dengan sasaran
kegiatan meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam
penanganan P4GN, indikator kinerja kegiatan Indeks kemandirian partisipasi
sebesar 3,3 dengan capaian sebesar 3.59 (108.79%).

Tabel 3.1. Target Kinerja Direktorat Peran Serta Masyarakat

Meningkatnya Indeks 3,3 Indeks 3,59 108.79%
Kesadaran Kemandirian | (kategori Indeks

dan Partisipasi Mandiri) (kategori

Kepedulian sangat

Masyarakat Mandiri)

dalam

Penanganan

P4GN

Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) tahun 2024 berdasarkan hasil
pengukuran diperoleh secara berurutan lingkungan swasta (3,91),
lingkungan Pemerintah (3,58), dan lingkungan masyarakat (3,55) serta
lingkungan pendidikan (3,54) yang secara kumulatif diperoleh IKP Nasional
3,59 dalam kategori A (sangat mandiri) dengan prosentase capaian 108.79%.
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Grafik 3.1 Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi Tahun 2021-2024

Indeks Kemandirian Partisipasi
Tahun 2024
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Masyarakat
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B. Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target Jangka Menengah
Nasional (Tahun 2021-2024) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1) Capaian KOTAN Tahun 2021-2024
Tahun 2021-2024 jumlah kab/kota tanggap ancaman narkoba menunjukkan
peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas secara drastis dengan
prosentase 93.22% untuk kategori sangat tanggap dan untuk kategori tanggap
cukup dinamis, sedangkan untuk kategori cukup tanggap mengalami
penurunan yang sangat tajam (96.30%).

Grafik 3.2. Capaian Kab/Kota Tanggap Ancaman Narkoba 2021-2024

JUMLAH KAB/KOTA TANGGAP ANCAMAN NARKOBA 2021-2024
200 == Sangat Tanggap

= Tanggap
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— 126
/ 111

160
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Artinya, kab/kota tanggap ancaman narkoba kategori sangat tanggap telah
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memahami strategi terpadu dalam meningkatkan peran aktif pemerintah
daerah dan masyarakat yang fokus utamanya meningkatkan ketahanan
masyarakat melaiui penguatan ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat,
kewilayahan, kelembagaan, dan hukum melalui pengembangan kapasitas
bagi Penggiat P4GN yang menjadi perpanjangan tangan BNN di lingkungan
instansi pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan masyarakat, dan
lingkungan pendidikan dan telah mengenali semua potensinya dan telah ada
antisipasinya untuk menciptakan lingkungan yang tanggap terhadap
ancaman narkotika di wilayahnya masing-masing. Disamping itu, mampu
menunjukkan potensi ketanggapan yang sangat baik, memahami dan
menemukenali seluruh aspek dan potensi wilayahnya dan telah mengetahui
cara mengantisipasi dan memitigasi ancaman dari luar.

Capaian IKoTAN nasional tahun 2024 mengalami peningkatan 9.5% dan
dalam kurun waktu 4 (empat) tahun berselang (2021-2024) mengalami
kondisi dinamika fluktuatif dengan nilai prosentase kumulatif 0.32%.

Grafik 3.2. Capaian Indeks Kab/Kota Tanggap Ancaman Narkoba
2021-2024
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C. Capaian Advokasi Kebijakan KOTAN Tahun 2021-2024
Capaian advokasi kebijakan KOTAN pada lingkungan masyarakat secara
kuantitas mengalami penurunan yang sangat signifikan (61.08%) tahun 2021-
2022 akibat terdampak covid-19 dan terjadi peningkatan (35.44%) tahun 2022-
2024 yang dalam peralihan new normal tentunya juga berpengaruh pada
dinamika sosial masyarakat.
Capaian advokasi kebijakan KOTAN pada lingkungan pendidikan tahun 2021-
2022 terjadi penurunan cukup curam (36.5%) karena terdampak covid-19 dan
tahun 2022-2024 terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebesar 21.97%.
Proses pembelajaran jarak jauh, adaptasi kebiasaan baru. dan peralihan
kurikulum merdeka hanya menjadi euphoria civitas akademik merupakan faktor
kunci dalam dinamika capaian advokasi kebijakan KOTAN di lingkungan
pendiidkan.
Capaian advokasi kebijjakan KOTAN pada lembaga swasta dalam kurun 4 *=~
(empat) tahun mengalami penurunan sangat curam secara kumulatif (92.96%), ﬂ
dimana tahun 2021-2022(70.4%), 2022-2023(62.7%), dan 2023-2024 (57.14%)
akibat kebijakan fiskal dalam negeri.
Capaian advokasi kebijakan KOTAN pada lembaga pemerintah sangat fluktuatif
dimana mengalami penurunan 33,9%(2021-2022) namun mengalami
peningkatan 2,1% (2022-2023) dan terjadi penurunan 11,36% (2023-2024).

Grafik 3.3. Jumlah Advokasi Kebijakan KOTAN Tahun 2021-2024

Jumlah Advokasi Kebyjakan KOTAN Tahun 2021-2024
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Variabel Kewilayahan merupakan variabel dengan nilai paling rendah,
yaitu 2.78 (skala 4) sedangkan variabel Ketahanan Masyarakat merupakan
variabel dengan nilai paling tinggi, yaitu sebesar 3.53 (skala 4) karena bobot
variabel kewilayahan adalah 10, yang merupakan bobot paling kecil
dibandingkan dengan variabel lain. Walaupun demikian, analisis uji
multivariat menunjukkan bahwa variabel kewilayahan memiliki nilai Odds
Ratio (OR) tertinggi, yaitu sebesar 84,787 yang menunjukkan bahwa variabel
kewilayahan memberikan pengaruh paling signifikan terhadap ketanggapan
dibandingkan variabel lainnya. Artinya, meskipun kontribusi absolut variabel
kewilayahan kecil namun pengaruhnya secara proporsional terhadap
ketanggapan sangat besar.

Grafik 3.4. Tingkat kapasitasPer Variabel Kab/Kota Tanggap
Ancaman Narkoba 2021-2024
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D. Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target Jangka Menengah

Nasional (Tahun 2021-2024) Direktorat Peran Serta Masyarakat

Kurun waktu 4 (empat) tahun 2021-2024 capaian Indeks Kemandirian
Partisipasi pada lingkungan pemerintah meningkat tajam secara stabil sebesar
0.37(11.52%) dan lingkungan masyarakat sebesar 0.36(11.29%). Capaian
pada lingkungan pemerintah dan masyarakat walaupun mengalami
peningkatan secara kuantitas namun secara kwalitas mengalami peningkatan
yang artinya sistem tetap berkomitmen walaupun lingkungan belum optimal
mendukung lingkungannya Bersih Narkoba.
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Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi pada lingkungan swasta walaupun
mengalami dinamika fluktuatif namun meningkat tajam sebesar 0.81 (26.13%)
dan pada lingkungan pendidikan  0.4(12.74%). Capaian pada lingkungan
swasta dan masyarakat walaupun mengalami penurunan secara kuantitas
namun secara kwalitas mengalami peningkatan yang sangat tajam artinya
sistem dan lingkungan berbanding lurus dengan komitmen partisipasi dalam
mendukung lingkungannya Bersih Narkoba.

Grafik 3.5. Indeks kemandirian Partisipasi Tahun 2021-2024

Indeks Kemandirian Partisipasi Tahun 2021-2024
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Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi Nasional dalam kurun waktu 4 (empat)
tahun mengalami peningkatan baik kuantitas maupun kualitas yang tidak terlalu
signifikan sebesar 0.31 (9,7%) di tahun 2021- 2022, 0.01 (0,2%) di tahun 2022-
2023 dan sebesar 0.09 (2,6 %) di tahun 2023-2024 yang secara kumulatif
sebesar 0.41 (13,97%)
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Grafik 3.6. Capaian Indeks kemandirian Partisipasi Tahun 2021-2024

Capaian Indeks kemandirnian Partisipasi Nasional
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Capaian Indeks kemandirian Partisipasi secara nasional tahun 2024 dengan
capaian 3.59 (2.57%), dan dalam kurun 4 (empat) tahun berselang (2021-2024)
mengalami peningkatan dengan nilai prosentase kumulatif 0.41 (12.89%).
Artinya dengan peningkatan 0.41 (12.89%) walaupun terlihat kecil namun
memberikan dampak yang sangat massif hingga lingkungan terkecil di tiap-tiap
wilayah seluruh Indonesia.

E. Informasi detail kinerja dan kualitas dalam keberhasilan/kegagalan
mencapai target kinerja Direktorat Peran Serta Masyarakat

Sejalan dengan Asta Cita diawal tahun kabinet kerja merah putih beberapa

faktor yang mendukung suksesnya implementasi strategi kedeputian

pemberdayaan masyarakat dalam mencapai target 113,33% tersebut antara
lain:

a. Penguatan sinergitas dan kolaboratif untuk mengoptimalkan peran
Pemerintah Daerah dan stakeholder dalam program P4GN serta
mendorong partisipasi aktif komunitas masyarakat baik yang bergerak
di lingkungan pendidikan, keluarga, masyarakat, agama,
babinkantibmas, PKK, dan komponen masyarakat lainnya, serta FGD
dengan akademisi dalam membedah penanganan kampung narkoba,
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pembentukan Tim Terpadu Operasi Pesisir dan perbatasan.
b. Penguatan dan sinergitas program kementerian/lembaga dalam
membangun kekuatan intelijen sebagai salah satu upaya pendekatan

trust building kepada masyarakat.

C. Penguatan wilayah pesisir dan perbatasan sebagai langkah untuk
mendorong pemerataan pembangunan melalui peningkatan
kesejahteraan masyarakat pesisir dan perbatasan

Hambatan dalam pencapaian target kinerja, yaitu terkait kualitas SDM dimana
pengembangan kompetensi di internal BNN dalam proses implementasinya
belum menciptakan kondisi yang kondusif untuk perkembangan profesionalitas
yang seragam di kalangan pegawai, karena beragamnya latar belakang SDM
baik pegawai yang berasal latar belakang instansi sipil maupun kepolisian.
SDM yang berada di bawah satuan kerja BNNP dan BNNK belum memiliki
kompetensi yang terstandar, disamping pengetahuan terkait wilayah kerja
yang diemban. Knowledge management internal BNN masih rendah terutama
pada lapisan yang bertemu langsung dengan masyarakat di lapangan.
Disamping itu, kuantitas SDM yang terbatas, namun harus mengontrol wilayah
di daerah yang luas. Kondisi lain ‘turnover” yang tinggi akibat mutasi dan rotasi
membutuhkan proses penyesuaian pada di tempat tugas baru.

Langkah ke depan yang akan dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas
kinerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain adalah:

1) Penataan kembali SDM peta jabatan, pemerataan dan kompetensi, waktu
pada posisi sebelumnya, serta penempatan SDM

2) Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan asistensi, periu diperbaharui
mekanisme asistensi (re-design asistensi), yang bertujuan penguatan
sinergitas dan kolaborasi di bidang P4GN khususnya tematik dan ikonik

3) Peningkatan efektivitas aplikasi dan enumerator sebagai penunjang
pencapaian akuntabilitas kinerja yang efektif, efesien.
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Kinerja Anggaran

Kinerja Anggaran adalah hasil dari pelaksanaan anggaran yang dibandingkan
dengan target yang telah ditetapkan, kinerja anggaran dapat diukur dengan
menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dimana IKPA
sebagai alat kontrol dalam melakukan Pengawasan Pengelolaan Kinerja
Keuangan Satuan Kerja yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang
terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan
mencerminkan Kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan
pelaksanaan anggaran, kepatiuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan
kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran. Anggaran berbasis kinerja
adalah metode penganggaran yang menghubungkan biaya dengan manfaat
yang dihasilkan, manfaat tersebut dideskripsikan dalam target kinerja setiap

unit kerja.

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk menilai kinerja
anggaran yang telah dibelanjakan, EKA dilakukan dengan menggunakan
Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART). Beberapa aspek
yang dinilai dalam EKA yaitu : penyerapan anggaran, konsistensi, pencapaian
keluaran, efisiensi. Denga adanya indikator kinerja, satuan kerja dapat
menentukan tahapan dan besaran anggarannya.

Capaian realisasi anggaran Direktotar Peran Serta Masyarakat sebesar
43,623,858,788 (99.07%) dari PAGU 44,031,422,000, Jika dibanding dengan
T.A 2023 telah diserap sebesar Rp 61.895.515.000,-(98,64%) maka terjadi
penurunan persentase realisasi penggunaan anggaran sebesar 1.34%, hal ini
dikarenakan adanya perintah Presiden melalui Kementerian Keuangan untuk
efisiensi anggaran perjalanan dinas Triwulan IV tahun 2024 sebesar 50%
(Rp.261.023.000,-) di setiap Kementerian/Lembaga, dari Direktorat Peran Serta
Masyarakat diblokir sebesar Rp.130.511.000,-
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) secara berururtan dari nilai
tertinggi, sebagai berikut: lingkungan swasta 3.91 (sangat mandiri), lingkungan
pemerintah 3.58 (sangat mandiri), lingkungan masyarakat 3.55 (sangat
mandiri), dan lingkungan pendidikan 3.54 (sangat mandiri) yang secara
kumulatif diperoleh IKP Nasional 3.59 dalam kategori A (sangat mandiri).

2. Capaian realisasi anggaran Direktorat Peran Serta Masyarakat sebesar
43,623,858,788 (99.07%) dari PAGU 44,031,422,000,-.

B. Rekomendasi

1. Pemerintah harus hadir dengan landasan hukum yang dapat
diimplementasikan oleh  seluruh  Pemerintah Daerah (Peraturan
Pemerintah/Peraturan Presiden) sebagai payung hukum implementasi
Kab/Kota Tanggap Ancaman Narkoba;

2. Mendorong Pemerintah Daerah merumuskan tata Kelola pelaksanaan KOTAN
dengan rencana aksi daerah tentang P4GN yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dengan program intervensi secara holistik,
integratif, dan berkelanjutan.

3. Penguatan sinergitas dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, swasta
dan filantropi.

4. Optimalisasi peran penggiat yang didukung oleh organisasai masyarakat dengan

lokus prioritas pada kawasan rawan di pesisir dan perbatasan.

Jakarta, Januari 2025
Direktur Peran Serta Masyarakat

/@W

Drs. Yuki Ruchimat, M.Si
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